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SALINAN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

WALI KOTA BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT  

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG 

NOMOR 5 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG 

NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG IZIN GANGGUAN DAN 

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN 

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG 

NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG IZIN GANGGUAN DAN 

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA BANDUNG, 
 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

 Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan 

Izin Gangguan Di Daerah, dipandang perlu 

melakukan  pencabutan  terhadap  Peraturan  Daerah 

terkait dengan izin gangguan dan retribusi izin 

gangguan; 

b. bahwa    berdasarkan    pertimbangan    sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 

19 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Retribusi 

Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  Nomor  7  Tahun 

2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 

Bandung  Nomor 19  Tahun  2012  tentang  Izin 

Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan; 
 

 

Mengingat … 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang   Nomor   16   Tahun   1950   tentang 

Pembentukan Daerah-daerah   Kota   Besar   dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 

Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

45), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan   Undang-Undang   Nomor   13   Tahun   1954 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 

dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia 

Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan 

Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun  1954  Nomor  40,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan   Retribusi  Daerah   (Lembaran   Negara 

Republik  Indonesia    Tahun    2009    Nomor    130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

4. Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang 

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah  diubah  beberapa  kali  terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

5. Undang-Undang   Nomor   30   Tahun   2014   tentang 

Administrasi Pemerintahan     (Lembaran     Negara 

Republik Indonesia    Tahun    2014    Nomor    292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

6. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  74  Tahun 

2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1446) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2018  tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar 

Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota 

dan   Wakil   Wali   Kota   (Berita   Negara   Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 120) 

Dengan… 

https://www.bphn.go.id/data/documents/50uu016.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/54uu013.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/09uu028.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu023.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/15uu009.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu030.pdf
http://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2016/bn1446-2016.pdf
http://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2016/bn1446-2016.pdf
http://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2018/bn120-2018.pdf
http://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2018/bn120-2018.pdf
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Dengan Persetujuan Bersama: 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG 
 

dan 
 

WALI KOTA BANDUNG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN   DAERAH  TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 

19 TAHUN 2012 TENTANG    IZIN GANGGUAN DAN 

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN SEBAGAIMANA TELAH 

DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG 

NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN   DAERAH   KOTA   BANDUNG   NOMOR   19 

TAHUN 2012 TENTANG  IZIN GANGGUAN DAN RETRIBUSI 

IZIN GANGGUAN. 

 
 

Pasal 1 
 

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2012 

tentang Izin Gangguan Dan Retribusi Izin Gangguan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2012 

tentang   Izin  Gangguan   dan   Retribusi  Izin  Gangguan 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
 

Pasal 2 
 

Dengan   dicabutnya   Peraturan   Daerah   Kota   Bandung 

Nomor  19   Tahun   2012   tentang   Izin   Gangguan   dan 

Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung 

Nomor  19   Tahun   2012   tentang   Izin   Gangguan   dan 

Retribusi Izin Gangguan, maka ketentuan-ketentuan 

lainnya yang mensyaratkan izin gangguan untuk proses 

penerbitan perizinan dan non perizinan dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 
 

Pasal 3… 
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Pasal 3 
 

Proses permohonan   Izin   Gangguan   dan   Pembayaran 

Retribusi Izin Gangguan yang sedang berjalan pada tanggal 

diundangkan Peraturan Daerah ini tidak dapat di tarik 

kembali. 

 
 

Pasal 4 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung. 

 
 
 

Ditetapkan di Bandung 
 

pada tanggal 23 Maret 2018 
 

Pjs. WALI KOTA BANDUNG, 
 

TTD 

MUHAMAD SOLIHIN 

Diundangkan di Bandung 
 

pada tanggal 23 Maret 2018 
 

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, 
 

 
 
 

TTD 
 
 

EVI SYAEFINI SHALEHA 

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 5 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT 

(5/41/2018) 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, 

 
 

 
H. BAMBANG SUHARI, SH. 

NIP. 19650715 198603 1 027 

 


